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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 110 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan pengelolaan keuangan badan
layanan umum pada Universitas Negeri Semarang diperlukan
standar pelayanan minimum;

b. bahwa standar pelayanan minimum merupakan acuan untuk
menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh
Universitas Negeri Semarang kepada sivitas akademika
maupun masyarakat umum dengan mempertimbangkan
kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta
kemudahan memperoleh layanan di Universitas Negeri
Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar
Pelayanan Minimum pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2003
Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum
pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan
Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disebut SPM pada Universitas
Negeri Semarang merupakan tolak ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat
yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional serta siap latih
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sehingga dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni.

Pasal 2

SPM pada Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Apabila Universitas Negeri Semarang dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
tidak sesuai dengan SPM, maka status penerapan pengelolaan keuangan badan
layanan umum Universitas Negeri Semarang diturunkan dan/atau dicabut.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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